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PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PENGGUNAAN TEKNOLOGI PADA PITA FREKUENSI RADIO 450 MHz,
900 MHz, 2.1 GHz, DAN 2.3 GHz UNTUK PENYELENGGARAAN
JARINGAN BERGERAK SELULER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 huruf b dan huruf c
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit,
perencanaan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
harus memperhatikan faktor efisiensi dan ekonomi, serta
perkembangan teknologi;

b. bahwa sesuai konsep pembangunan pitalebar
Indonesia sebagaimana diatur dalam Bab 2 huruf F
angka 2 Lampiran Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun
2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019,
kebijakan dan strategi yang ditempuh untuk mencapai
sasaran pembangunan Pitalebar Indonesia diantaranya
adalah dengan mengoptimalkan pemanfaatan Spektrum
Frekuensi Radio melalui kebijakan netral teknologi agar
industri dapat menggunakan teknologi nirkabel yang

paling efisien dengan ekosistem yang mendukung;
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bahwa berdasarkan catatan kaki INS12 pada Lampiran
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25
Tahun 2014 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi
Radio Indonesia, pita frekuensi radio 450 MHz, yaitu
pada rentang 450-457,5 MHz berpasangan dengan 460-
467,5 MHz, diutamakan untuk Penyelenggaraan Jaringan
Bergerak Seluler dan direncanakan untuk implementasi
sistem International Mobile Telecommunications (IMT);
bahwa berdasarkan catatan kaki INS21A pada Lampiran
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25
Tahun 2014 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi
Radio Indonesia, Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz, yaitu
pada rentang 1920-1980 MHz berpasangan dengan 2110-
2170 MHz, diutamakan untuk Penyelenggaraan Jaringan
Bergerak Seluler dan implementasi sistem International
Mobile Telecommunications (IMT);

bahwa berdasarkan catatan kaki INS24 pada Lampiran
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25
Tahun 2014 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi
Radio Indonesia, Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz, yaitu
pada rentang 2300-2400 MHz, diutamakan untuk
layanan pita lebar nirkabel (wireless broadband)
dan/atau Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler
dan implementasi sistem International  Mobile
Telecommunications (IMT);

bahwa Pita Frekuensi Radio 450 MHz, 2.1 GHz, dan 2.3
GHz diidentifikasi sebagai Pita Frekuensi Radio yang
dapat digunakan untuk keperluan IMT-Advanced
mengikuti spesifikasi 3¢ Generation Partnership Project
(3GPP) dan evolusinya,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf f perlu
menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika tentang Penggunaan Teknologi pada Pita
Frekuensi Radio 450 MHz, 900 MHz, 2.1 GHz, dan 2.3

GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler;
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Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3981);

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan
Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5749);

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang
Rencana Pitalebar Indonesia 2014 - 2019 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 220);
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10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
08/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penetapan Pita
Frekuensi Radio untuk Keperluan Layanan Pita Lebar
Nirkabel (Wireless Broadband) pada Pita Frekuensi Radio
2.3 GHz sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika  Nomor  08/PER/
M.KOMINFO/01/2009 tentang Penetapan Pita Frekuensi
Radio untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel
(Wireless Broadband) pada Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1277);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22
Tahun 2014 tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio
2.3 GHz untuk Keperluan Penyelenggaraan
Telekomunikasi Bergerak Seluler dan Realokasi Pengguna
Pita Frekuensi Radio 1.9 GHz yang Menerapkan Personal
Communication System 1900 ke Pita Frekuensi Radio
2.3 GHz (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1047);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25
Tahun 2014 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi
Radio Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1159);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4
Tahun 2015 tentang Ketentuan Operasional dan Tata
Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
208);



